
BUPATI KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 3# TAHUN 2018 

TENTANG 

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK 

MENANDATANGANI TELAAHAN KESESUAIAN TATA RUANG 
DI KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi 
bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan 
Pengembangan Wilayah pada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu mengenai 
pelaksanaan sinergitas program 
pengembangan wilayah maka perlu 
disusun suatu tata cara dalam pemberian 
telaahan kesesuaian tata ruang secara 
umum; 

b. bahwa untuk percepatan dan kelancaran 
kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan 
dari Bupati dalam memberikan telaahan 
kesesuaian tata ruang kepada Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu; 

/ c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan 
dari Bupati Kepada Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu tentang telaahan 
Kesesuaian Tata Ruang di Kabupaten 
Kapuas Hulu; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 3478); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 67, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5058); 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Informasi Geospasial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5214); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 1 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 
Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5393); 

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Jaringan Informasi Geospasial 



Nasional; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
115 Tahun 2017 tentang Mekanisme 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
116 Tahun 2017 tentang Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah; 

15. Peraturan Kepala Badan Informasi 
Geospasial Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta 
Rencana Tata Ruang; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas 
Hulu Tahun 2014 - 2034; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN 
KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA 
KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 
KAPUAS HULU UNTUK MENANDATANGANI 
TELAAHAN KESESUAIAN TATA RUANG DI 
KABUPATEN KAPUAS HULU. 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Derah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

9. T im Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk 
untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan 
mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati 
dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut 
dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai 
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain 
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
kehidupannya. 

11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan 
sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 

13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu 
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 



16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya. 

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang. 

18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang 
selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kapuas 
Hulu. 

20. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, 
kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non 
perizinan, termasuk penandatangannya atas nama pemberi 
wewenang. 

2 1 . Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau 
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab 
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
landasan hukum bagi Badan dalam melakukan telaahan tata 
ruang. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan penyelenggaraan telaahan tata ruang di 
Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelimpahan 
kewenangan dari Bupati kepada Kepala Badan penandatanganan 
Telaahan Kesesuaian Tata Ruang. 

BAB I I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 
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Pasal 4 

Telaahan kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 adalah telaahan tata ruang yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. 

Pasal 5 

Kepala Badan dalam menandatangani Telaahan Kesesuaian Tata 
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib 
memperhatikan : 
a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah; 
b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan dan pembangunan; 
c. standar pelayanan minimal; dan 
d. Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Pasal 6 

Dalam hal Kepala Badan belum definitif, maka Telaahan 
Kesesuaian Tata Ruang dapat ditandatangani oleh Pejabat 
Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 7 

(1) Kepala Badan dalam menandatangani Telaahan Kesesuaian 
Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
berdasarkan pada hasil rapat pembahasan Tim Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah. 

(2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu dengan anggota terdiri dari 
perwakilan masing-masing OPD terkait. 

BAB IV 

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 
Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, 
kewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan 
teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
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BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Telaahan 
Tata Ruang yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat 
Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih 
tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Kepala Badan. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 
padatanggal 4 *ki 2©18 

A BUPATI KAPUAS HULU, 

A.M. NASIR 

Diundangkan di Putussibau 
padatanggal 7 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERA UPATEN KAPUAS HULU 

MUHAMMAD SUKRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 
NOMOR 30 
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